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BADANPENGAWAS PEMILIHAN UNUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
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Jin Limay Sumaters, Km, 03, Musra Rupit, Rupit, Musi Rawas Utam « 316583
Email - hawada murstaraa gmsil com

Musi Rawas Utara, 25 Juni 2024

Nomor : 043/PM.00.02/K-SS-07/06/2024

Sifat : Biasa

Lampiran -

Hal : Imbauan Kepala Desa, Perangkat Desa

Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Se- Kabupaten Musi Rawas Utara

Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Rawas Utara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

4, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota,



B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka
mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan
tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya
dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa,
Perangkat Desa Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Se- Kabupaten Musi Rawas Utara

maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mehyampaikan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf ¢ huruf g dan huruf j Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi, Kepala Desa
dilarang :

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;



S

k.
l.

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang Jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

(1). Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

(2). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf ¢ huruf g dan huruf j Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi, Perangkat
Desa dilarang:

a.
b.

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat

Desa;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang Jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.



/

4. Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 561 dikenai sanksi administratif berupa
teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

5. Pasal 64 huruf a huruf ¢ dan huruf h, Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa
dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau
golongan masyarakat Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain
yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

6. Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i) dan (j) yaitu:
Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye
Pemilu dilarang mengikut sertakan:

a, Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada, Mahkamah

Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuagan;



.
l.

j.

k.

gubernur, deputi gubemur senior, dan deputi gubernur Bank
Indonesia;

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah;

pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat
sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

aparatur sipil negara;

anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

kepala desa;

perangkat desa;

anggota badan permusyawaratan desa; dan

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

7. Pasal 280 ayat (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu

8. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa,
perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan
desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah).

C. Bahwa berdasarakan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mengimbau :

1.

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

tidak membuat keputusan yang secara khusus membenkan

keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok

politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Kepala Desa Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

tidak membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan

meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga

negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;



3. Kepala Desa Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
tidak Menjadi pengurus Partal Politik, Tim Kampanye, dan Tim
Pemenangan Pasangan Calon

4, Kepala Desa Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
tidak menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri
dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih. '
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